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" TERAS
Upah Buruh

UPAH Minimum Kota/Kabupaten (UMK)
tahun 2022 di DIY sudah ditetapkan. Selu-
ruh UMK di provinsi tersebut mengalami
kenaikan antara 4 persen sampai 7 persen.
Kenaikan UMK tertinggi di Kabupaten Gu-
nungkidul, sementara kenaikan paling ren-
dah di Bantul. Seluruh UMK ini lebih tinggi
dibandingkan UMP yang juga mengalami
kenaikan. Upah baru ini berlaku mulai 1
Januari 2022. A

Dalam penetapan tersebut, UMK Kota
Yogyakarta sebesar Rp 2.153.970 naik Rp
84.440 atau 4,08 persen dari tahun 2021,
UMK Kabupaten Sleman sebesar Rp
2.001.000 naik 97.500 atau 5,12 persen,
UMK Kabupaten Bantul UMK Rp 1.916.848
naik Rp 74.388 atau 4,04 persen, UMK
Kabupaten Kulonprogo Rp 1.904.275 naik
Rp 99.275 atau 5,50 persen dan UMK
Kabupaten Gunungkidul Rp 1.900.000 naik
Rp 130.000 atau 7,34 persen dari tahun
2021. Adapun Upah Minimum Provinsi
(UMP) DIY tahun 2022 sebesat Rp
1.840.915,53 atau naik sebesar Rp
75.915,53 atau naik sebesar 4,30 persen
dibandingkan UMP 2021

Kenaikan upah pekerja tersebut sudah
berdasarkan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
Surat Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor
B-M/383/H1.01.00/X1/2021 tentang Pe-
nyampaian Data Perekonomian dan Kete-
nggakerjaan dalam Penetapan

Upah Minimum Tahun 2022. Upah
Minimum Provinsi Tahun 2022 ditetapkan
oleh Gubemur berdasarkan rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri
atas unsur serikat pekerja, unsur pengusa-
ha, unsur pemerintah, Badan Pusat Sta-
tistik dan unsur akademisi. Sedangkan
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun
2022 ditetapkan oleh Gubernur berdasar-
kan rekomendasi Bupati/Walikota atas usul-
an Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota

Meski UMK terjadi kenaikan, namun ke-
butuhan hidup layak (KHL) buruh di Yogya
diyakini semakin berat. Faktor pandemi
yang belum selesai, membuat banyak bu-
ruh yang terdampak. Hingga saat ini ba-
nyak perusahaan yang tidak memperhati-
kan kaidah UMK. Gaji diberikan ala kadar-
nya. Tidak sampai UMK. Hal ini seharusnya
menjadi perhatian pemerintah daerah, de-
ngan melakukan monitoring secara berkala.

Kenaikan upah tidak sampai Rp 100 ribu
di Yogya sering dijadikan bahan guyonan di
media sosial. Buruh di Yogya dibayar mu-
rah, tidak sebanding dengan kebutuhan
dan pengeluaran yang cenderung semakin
naik. Dibandingkan kabupaten tetangga di
Jateng, upah pekerja di Yogya bikin miris.
Sebagai daerah istimewa, kebutuhan hidup
layak di Yogya sudah berubah pesat. Ke-
butuhan semakin berat, ditambah lagi de-
ngan pandemi saat ini. Sekali lagi, upah
layak belum bisa terpenuhi. **-d
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